
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama  : Syukri Asy’ari 

Jabatan : Panitera Pengganti Tingkat I 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama  : Triyono Edy Budhiarto 

Jabatan : Panitera Muda I 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian 

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.     

 Jakarta, 10 Januari 2023 

Pihak Kedua, Pihak Pertama, 

 

 

Triyono Edy Budhiarto            Syukri Asy’ari 



PERJANJIAN KINERJA 

PANITERA PENGGANTI TINGKAT II 

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

TAHUN 2023 
 

No 
Sasaran Kegiatan 

(Output) 
Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya Layanan 
Teknis Peradilan  1. 

Persentase penyusunan telaah  
perkara PUU, SKLN, dan Perkara 
Lainnya yang tepat waktu 

90% 

        

2. 

Persentase penyusunan Berita 
Acara Persidangan  perkara PUU, 
SKLN, dan Perkara Lainnya yang 
tepat waktu  

90% 

        
3. 

Persentase penyusunan Konsep 
Putusan  perkara PUU, SKLN, dan 
Perkara Lainnya yang tepat waktu   

90% 

        
4. 

Persentase penyerahan Minutasi 
Berkas  Perkara PUU, SKLN, dan 
Perkara Lainnya yang tepat waktu  

90% 

        
5. 

Persentase penyusunan Ikhtisar 
Putusan Perkara PUU, SKLN, dan 
Perkara Lainnya yang tepat waktu  

90% 

        

6. 

Jumlah Laporan Monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan tugas dan 
kinerja Panitera Pengganti 
(Tingkat I dan Tingkat II) 

3 Laporan 

2. 
Tersusunnya isu-isu hukum 
(substansi PMK dan 
Petunjuk Teknis) 

1. 
Tersedianya bahan penyusunan 
PMK dan Petunjuk Teknis 

1 Dokumen 

3. 
Tersusunnya isu-isu hukum 
(substansi Reorganisasi 
Kepaniteraan) 

1. Tersedianya konsep dokumen 
(DIM/Isu-isu Hukum) Reorganisasi  
Kepaniteraan  

1 Dokumen 

 
Jakarta, 10 Januari 2023 
Panitera Pengganti Tingkat I, 

Syukri Asy’ari 



PENJELASAN RENCANA KINERJA 

PANITERA PENGGANTI TINGKAT II 

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL 

TAHUN 2023 
 

No 
Sasaran 
Kegiatan 
(Output) 

Indikator Kinerja Target Penjelasan 
Tahapan 

Kegiatan/Output 

Rencana Aksi 

Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan) 

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1) (2) (3) (4)                             

1. Meningkatnya 
Layanan 
Teknis 
Peradilan  

1
. 

Persentase 
penyusunan 
telaah  
perkara PUU, 
SKLN, dan 
Perkara 
Lainnya yang 
tepat waktu 

90% 

X=Jumlah 
perkara 
yang 
diterima 
dan di 
sidangkan 
Y=Jumlah 
telaah 
perkara 
yang 
disusun 
tepat waktu 
Z=Varibel 
tetap 
(100%) 
T=Target 
(90%) 
 RUMUS = 
Y/X*100% 

Tahapan: 
1. Penyusunan 
telaah perkara 
dilakukan setelah 
sidang 
pemeriksaan 
pendahuluan 
(perbaikan 
permohonan); 
2. Jangka waktu 
penyusunan 
telaah perkara 
paling lama 2 
(dua) hari kerja 
setelah sidang 
pemeriksaan 
pendahuluan, 
(perbaikan 
permohonan); 
 
Output: 
Telaah Perkara. 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

        

2
. 

Persentase 
penyusunan 
Berita Acara 
Persidangan  
perkara PUU, 
SKLN, dan 
Perkara 
Lainnya yang 
tepat waktu  

90% 

X=Jumlah 
perkara 
yang 
diterima 
dan di 
sidangkan 
Y=Jumlah 
BAP yang 
disusun 

Tahapan: 
1. Penyusunan 
BAP Pemeriksaan 
Pendahuluan 
dilakukan paling 
lama 3 (tiga) hari 
kerja setelah 
sidang 
Pemeriksaan 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 



tepat waktu 
Z=Varibel 
tetap 
(100%) 
T=Target 
(90%) 
 RUMUS = 
Y/X*100% 

Pendahuluan. 
2.  Penyusunan 
BAP Pemeriksaan 
Persidangan 
dilakukan paling 
lama 5 (lima) hari 
kerja setelah 
sidang 
Pemeriksaan 
Persidangan.  
3.  Penyusunan 
BAP Pengucapan 
Putusan 
dilakukan paling 
lama 2 (dua) hari 
kerja setelah 
sidang 
Pengucapan 
Putusan. 
 
Output: 
- BAP 
Pemeriksaan 
Pendahuluan; 
- BAP 
Pemeriksaan 
Persidangan; 
- BAP Pengucapan 
Putusan; 

        

3
. 

Persentase 
penyusunan 
Konsep 
Putusan  
perkara PUU, 
SKLN, dan 
Perkara 
Lainnya yang 
tepat waktu   

90% 

X=Jumlah 
perkara 
yang 
diputuskan 
dalam 
RPHY=Jumla
h konsep 
putusan 
yang 
disusun 
tepat 
waktuZ=Var
ibel tetap 

Tahapan:1. 
Penyusunan 
putusan (duduk 
perkara) mulai 
dari judul dan 
nomor perkara 
sampai dengan 
kesimpulan para 
pihak;2. 
Menarasikan hasil 
RPH terkait 
pertimbangan 
hukum yang berisi 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 



(100%)T=Ta
rget (90%) 
RUMUS = 
Y/X*100% 

kewenangan 
Mahkamah, 
tenggang waktu 
pengajuan 
permohonan, 
kedudukan 
hukum Pemohon, 
pokok 
permohonan, 
pendapat 
Mahkamah, 
konklusi, amar 
putusan, 
pendapat 
berbeda dan/atau 
alasan berbeda, 
waktu 
pengucapan 
putusan serta 
tandatangan 
hakim dan 
Panitera 
Pengganti;3. 
Jangka waktu 
penyerahan 
konsep putusan 
kepada hakim 
yaitu:'- paling 
lama 14 (empat 
belas) hari kerja 
setelah perkara 
diputus dalam 
RPH untuk 
perkara yang 
tidak lanjut ke 
pemeriksaan 
persidangan; '-  
paling lama 30 
(tiga puluh) hari 
kerja setelah 
perkara diputus 
dalam RPH untuk 



perkara yang 
lanjut ke 
pemeriksaan 
persidangan;atau 
Jangka waktu 
penyusunan 
dapat ditentukan 
lain berdasarkan 
kesepakatan 
RPH.Output:Kons
ep Putusan 

        

4
. 

Persentase 
penyerahan 
Minutasi 
Berkas  
Perkara PUU, 
SKLN, dan 
Perkara 
Lainnya yang 
tepat waktu  

90% 

X=Jumlah 
perkara 
yang selesai 
pengucapan 
putusan 
Y=Jumlah 
minutasi 
berkas yang 
diserahkan 
tepat waktu 
Z=Varibel 
tetap 
(100%) 
T=Target 
(90%) 
 RUMUS = 
Y/X*100% 

Tahapan: 
1. Dilakukan 
setelah putusan 
selesai diucapkan;  
2. Menyusun 
daftar isi berkas  
perkara; 
3. Menyusun 
berkas perkara 
asli secara 
lengkap dan rapi 
mulai dari 
permohonan 
sampai risalah 
sidang, termasuk 
Putusan/Ketetapa
n; 
4. Penyerahan 
minutasi berkas 
perkara melalui e-
minutasi kepada 
Arsiparis 
dilaksanakan 
paling lama 3 
(tiga) hari kerja 
setelah perkara 
diputus dan 
penyerahan fisik 
berkas perkara 
dilaksanakan 
paling lama 30 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 



(tiga puluh) hari 
setelah perkara 
diputus. 
 
Output: 
Daftar isi berkas 

        

5
. 

Persentase 
penyusunan 
Ikhtisar 
Putusan 
Perkara PUU, 
SKLN, dan 
Perkara 
Lainnya yang 
tepat waktu  

90% 

X=Jumlah 
putusan 
perkara 
yang selesai 
pengucapan 
putusanY=J
umlah 
ikhtisar 
putusan 
yang 
disusun 
tepat 
waktuZ=Var
ibel tetap 
(100%)T=Ta
rget (90%) 
RUMUS = 
Y/X*100% 

Tahapan:1. 
Penyusunan 
ikhtisar putusan 
dilakukan setelah 
sidang 
pengucapan 
putusan;2. Jangka 
waktu 
penyusunan 
ikhtisar putusan 
paling lama 5 
(lima) hari kerja 
setelah 
pengucapan 
putusan;Output:I
khtisar Putusan 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

        

6
. 

Jumlah 
Laporan 
Monitoring 
dan evaluasi 
pelaksanaan 
tugas dan 
kinerja 
Panitera 
Pengganti 
(Tingkat I dan 
Tingkat II) 

3 Laporan 

Laporan 
disusun 
secara 
kwartal 
dalam 
tahun 
berjalan.  

Tahapan: 
1. Penyusunan 
Laporan 
Monitoring dan 
Evaluasi 
pelaksanaan 
tugas dan kinerja 
PP Tk. II (Januari-
April); 
2. Penyusunan 
Laporan 
Monitoring dan 
Evaluasi 
pelaksanaan 
tugas dan kinerja 
PP Tk. II (Mei-
Agustus); 
3. Penyusunan 

- - - 1,00 - - - 1,00 - - - 1,00 



Laporan 
Monitoring dan 
Evaluasi 
pelaksanaan 
tugas dan kinerja 
PP Tk. II 
(September-
Desember) 
 
Output: 
Laporan 
Monitoring dan 
Evaluasi 

2. 

Tersusunnya 
isu-isu hukum 
(substansi 
PMK dan 
Petunjuk 
Teknis) 

1
. 

Tersedianya 
bahan 
penyusunan 
PMK dan 
Petunjuk 
Teknis 

1 Dokumen 

Dokumen 
hasil Kinerja 
PP TK.I dan 
PP TK.II 
dibawah 
koordinasi 
PM1. 

1. Penyusunan 
DIM Isu Hukum 
PMK dan Petunjuk 
Teknis 
2. Mengikuti 
pembahasan PMK 
dan Petunjuk 
Teknis 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

3. 

Tersusunnya 
isu-isu hukum 
(substansi 
Reorganisasi 
Kepaniteraan) 

1
. 

Tersedianya 
konsep 
dokumen 
(DIM/Isu-isu 
Hukum) 
Reorganisasi  
Kepaniteraan  

1 Dokumen Dokumen 
hasil 
inventarisas
i 
Reorganisas
i 
Kepaniteraa
n 

1. Penyusunan 
DIM Isu Hukum 
Reorganisasi 
Kepaniteraan 
2. Mengikuti 
pembahasan 
Reorganisasi 
Kepaniteraan 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

 
Jakarta, 10 Januari 2023 
Panitera Pengganti Tingkat I, 

Syukri Asy’ari 


